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 Pemohon Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si dan Dra. Masrifah Hadi, M.Pd adalah 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, Nomor Urut 2; 

 Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah 
mempertimbangkan mengenai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) yang intinya adalah: 

Berdasarkan pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 
merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang 
akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum 
yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih 
suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-
Undang a quo, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan 
permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan 
gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah 
yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang 
mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, 
bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah 
besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan 
Pasal 158 Undang-Undang a quo. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU 
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Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat 
dikatakan optimal; 

Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara a quo, 
terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang a quo, Mahkamah 
melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah 
menetapkan  PMK  1-5/2015  in casu  Pasal 6  PMK  1-5/2015.  Dengan  demikian,  seluruh  
ketentuan  dalam  Pasal 6  PMK  1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang 
dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah a quo 
dan untuk selanjutnya putusan a quo menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah 
sebagaimana dimaksud; 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015  dan  Pasal 6 PMK 1-5/2015, 
maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan pasal a quo, Mahkamah telah 
mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa-paksa 
mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-
5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut 
Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip 
Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun 
Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah 
jabatan serta kode etik hakim konstitusi; 

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut  Mahkamah, 
dalam melaksanakan kewenangan a quo, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, 
selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan 
dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan 
hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, 
dinyatakan: 

 “… bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, 
sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak 
dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan 
demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut 
Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan 
hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka 
pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan 
dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”; 

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka 
pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal a quo tetap berlaku sebagai 
hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili 
perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, 
bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. 
Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam 
mengajukan permohonan dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 
6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan; 

Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan  Pasal  6  PMK  1-5/2015 
secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh 
pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat 
bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk 
Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan 
melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, 
Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar 
lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan 
dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing 
tingkatan; 

2 
 



Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 
PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” 
atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi 
politik in casu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan 
main (rule of the game) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan 
olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya 
pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. 
Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main 
tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya 
sesuai hukum (nemo potest nisi quod de jure potest). Mengabaikan atau mengesampingkan 
aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian 
yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (chaos), terlebih lagi ketentuan Pasal 
158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang 
dalam  Pasal 6  PMK  1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan 
Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran 
dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan 
dimaksud; 

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan 
ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara a quo, 
menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan 
keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun 
merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di 
Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud 
telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan 
dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, 
keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri; 

 Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan 
tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara 
menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, 
kedudukan hukum (legal standing), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih 
perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;  

Bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan pada Pasal 157 
ayat (3) UU 8/2015 maka yang menjadi objek permohonan adalah keberatan terhadap Surat 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Malang Nomor 528/Kpts/KPU.Kab-
014.329781/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 
dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 
2015, pukul 19.20  WIB. Oleh karena itu,  menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan Pemohon a quo; 

Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, menurut 
Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, 
tanggal 19 Desember 2015, pukul 17.03 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan 
Pemohon Nomor 31/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon masih dalam 
tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; 

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok 
permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan 
eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi 
ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut: 

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta 
Pemilihan Bupati Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, berdasarkan Surat 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 267/Kpts/KPU-KAB-
014.329781/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 (vide 
bukti TA-001 dan bukti PT-5), dan  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang 
Nomor 275/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-
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nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Malang Tahun 2015, bertanggal 26 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan 
Calon Nomor Urut 2 (vide bukti P-3, bukti TA-002, dan bukti PT-6). Dengan demikian, 
menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati 
Kabupateni Malang Tahun 2015; 

Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 
8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut; 

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 
Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 
8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan 
penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan 
walikota; 

2. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015; 

3. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya 
memiliki kedudukan hukum (legal standing) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta 
Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan 
permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, 
sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015; 

4. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan Data Agregat 
Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 2.429.292 jiwa (vide bukti TB-001 = bukti 
PT-1). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2)  huruf d UU 8/2015 dan Pasal 
6 ayat (1) huruf d PMK 1–5/2015   perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan 
pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 %; 

 Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 
UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat  (2) huruf d dan ayat (3) PMK 1–5/2015, Mahkamah 
berpendapat sebagai berikut: 

a. Jumlah penduduk Kabupaten Malang  adalah 2.429.292 jiwa;  
b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon 

peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan 
ke Mahkamah adalah paling banyak 0,5%; 

c. Perolehan suara Pemohon adalah 521.928 suara, sedangkan perolehan suara Pihak 
Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 605.817 suara; 

d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal jumlah selisih suara antara 
Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 0,5% x 605.817 = 
3.029 suara;  

e. Adapun Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 
605.817 suara – 521.928 suara = 83.889  (13,85%), sehingga perbedaan perolehan 
suara melebihi dari batas maksimal; 

 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi 
ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015; 

 Bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun 
Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati 
Kabupaten Malang  Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan  Pasal 6 PMK 1–5/2015, oleh 
karena itu,  eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan 
hukum (legal standing) Pemohon adalah beralasan menurut hukum; 
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Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah memutus dengan amar 
sebagai berikut: 

Mengadili, 
Menyatakan: 
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan 

hukum (legal standing) Pemohon; 
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
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